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ABSTRAK

Abstrak: Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di daerah Kupang menghadapi masalah
transparansi dan potensi korupsi dalam pengelolaannya, yang berisiko merugikan masyarakat
yang membutuhkan. Tujuan pengabdian ini adalah untuk meningkatkan kapasitas
masyarakat sipil melalui penguatan soft skill dan hard skill dalam melakukan advokasi
kebijakan dan mitigasi risiko korupsi pada Program MBG. Soft skillyang ditargetkan meliputi
kemampuan komunikasi advokatif, kerja kolaboratif, dan kesadaran kritis terhadap tata
kelola program, sedangkan hard skill mencakup kemampuan analisis kebijakan, identifikasi
titik rawan korupsi, pemetaan risiko, serta penyusunan strategi pengawasan berbasis bukti.
Metode yang digunakan adalah workshop interaktif dengan simulasi praktis, yang melibatkan
mitra Komite BPJ, HWDI NTT, Bengkel APPeK, dan JARPUK INA FO’A, dan diikuti oleh 40
peserta. Evaluasi dilakukan melalui pre-test dan post-test untuk mengukur peningkatan
pemahaman, serta survei kepuasan untuk menilai kualitas pelatihan. Pre-test dan post-test
masing-masing 10 pertanyaan tertutup berbentuk pilihan ganda/skala penilaian. Hasil yang
dicapai menunjukkan peningkatan signifikan dalam keterampilan peserta, yaitu peningkatan
kemampuan mengidentifikasi titik rawan korupsi sebesar 17%, keterampilan pengawasan
meningkat 17%, dan mitigasi korupsi meningkat 26%, yang menunjukkan peningkatan baik
dalam softskill maupun hardskill peserta.

Kata Kunci: Program Makan Bergizi Gratis; Advokasi Kebijakan; Mitigasi Korupsi;
Pengawasan Program Sosial; Pemberdayaan Masyarakat Sipil.

Abstract: The Free Nutritious Meals Program (MBG) in the Kupang region faces issues of
transparency and potential corruption in its management, which risks harming the
communities in need. The objective of this community service program Is to increase the
capacity of civil society by strengthening soft skills and hard skills in policy advocacy and
corruption risk mitigation in the MBG Program. The targeted soft skills include advocacy
communication skills, collaborative work, and critical awareness of program governance, while
hard skills include policy analysis skills, identification of corruption-prone areas, risk mapping,
and evidence-based monitoring strategy development. The method used was an interactive
workshop with practical simulations, involving partners from the BP.J Committee, HWDI NTT,
Bengkel APPeK, and JARPUK INA FO'A, and attended by 40 participants. Evaluation was
conducted through pre-tests and post-tests to measure understanding improvement, as well as
satisfaction surveys to assess training quality. The pre-test and post-test each consisted of 10
closed-ended questions in the form of multiple choice/rating scales. The results showed a
significant improvement in participants’skills, namely a 17% increase in the ability to identify
corruption-prone areas, a 17% Increase in oversight skills, and a 26% increase In corruption
mitigation, indicating an improvement in both the soft skills and hard skills of the participants.

Keywords: Free Nutritious Food Program; Policy Advocacy; Corruption Mitigation; Social
Program Monitoring; Civil Society Empowerment.
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A. LATAR BELAKANG

Tantangan transparansi dan akuntabilitas dalam program bantuan sosial
merupakan masalah global yang sangat mendesak, terutama di negara
berkembang. Program sosial seringkali tidak memiliki mekanisme
pengelolaan yang transparan, sehingga membuka celah bagi
penyalahgunaan sumber daya dan korupsi. Pentingnya pembentukan dewan
pengelola multisektoral yang transparan untuk memastikan alokasi dana
yang tepat sasaran telah banyak ditekankan, sementara kurangnya
transparansi administratif mengurangi efektivitas pengawasan publik dan
merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah (Aivalli et al., 2025;
Kokhan, 2025b, 2025a). Tanpa adanya kerangka pengelolaan yang jelas,
pengawasan menjadi sangat terbatas, dan risiko penyalahgunaan semakin
tinggi.

Program sosial di negara berkembang cenderung lebih rentan terhadap
korupsi karena beberapa faktor, termasuk kelemahan dalam institusi
pengawasan dan ketidakmampuan untuk menegakkan hukum secara efektif.
Ketidakefektifan kerangka hukum dan prosedur administratif yang tidak
konsisten sering kali memfasilitasi penyimpangan dalam pelaksanaan
program bantuan (Kokhan, 2025a). Kerjasama antara pemerintah dan
masyarakat sipil sangat penting untuk meningkatkan akuntabilitas dan
transparansi. Jika transformasi tata kelola tidak dilakukan, potensi perilaku
korupsi akan terus terjadi, sehingga pengelolaan sumber daya sosial tidak
akan efektif (Fajri et al., 2023).

Masyarakat sipil memegang peran yang sangat penting dalam
mendukung terciptanya tata kelola program sosial yang transparan dan
akuntabel. Pendidikan anti-korupsi dan peningkatan kesadaran masyarakat
menjadi kunci untuk membangun budaya integritas, sementara masyarakat
sipil yang aktif dalam mengawasi kebijakan dapat meningkatkan kualitas
pengawasan sosial, terutama di negara dengan tingkat korupsi tinggi.
Masyarakat sipil juga berfungsi sebagai pengawas independen yang dapat
membantu menuntut penerapan kebijakan yang lebih transparan dan
akuntabel (Jaafar, 2024; Qin-Liang, 2021; Taufik, 2025). Hal ini memperkuat
urgensi untuk memperkuat kapasitas masyarakat sipil agar mereka dapat
terlibat secara signifikan dalam pengawasan kebijakan sosial.

Namun, meskipun potensi besar yang dimiliki oleh masyarakat sipil,
mitra dalam kegiatan ini, yaitu Media, Ombudsman, Biro Pengadaan Barang
dan Jasa, Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI) NTT, Bengkel
APPeK, dan Jaringan Perempuan Usaha Kecil (JARPUK) INA FO’A, masih
menghadapi berbagai hambatan yang menghambat efektivitas advokasi dan
pengawasan mereka. Mitra sering kesulitan dalam mengakses data yang
relevan, tidak memiliki kemampuan analisis kebijakan yang memadai, dan
kurang memahami titik rawan korupsi dalam program sosial. Organisasi
masyarakat sipil sering kesulitan mengumpulkan data yang diperlukan
karena keterbatasan dukungan teknis dan kebijakan pemerintah yang tidak
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transparan. Kurangnya inovasi dalam metode advokasi juga berdampak
pada ketidakmampuan mereka untuk mempengaruhi kebijakan publik
secara signifikan (Fajri et al., 2023; Kazanskaia, 2025b; Nipa & Hasan, 2023).
Solusi yang ditawarkan dalam kegiatan ini adalah pelatihan advokasi
kebijakan, pemetaan risiko korupsi, dan penguatan jejaring kolaboratif, yang
diharapkan memberikan dampak jangka panjang dengan memperkuat
kapasitas kelembagaan organisasi masyarakat sipill dan memastikan
keberlanjutan mekanisme pengawasan publik yang lebih efektif

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa pelatihan advokasi kebijakan
dapat meningkatkan kemampuan masyarakat sipil dalam mempengaruhi
kebijakan publik secara lebih terstruktur. Pelatihan ini memberikan
keterampilan untuk membangun jejaring yang kuat, menyusun strategi
kampanye yang lebih efektif, serta meningkatkan kepercayaan diri para
advokat. Pelatihan tersebut juga memberdayakan masyarakat untuk
berpartisipasi aktif dalam pembuatan kebijakan, yang pada gilirannya
membawa dampak positif pada kualitas pemerintahan. Jejaring multipihak
sangat penting dalam advokasi, terutama untuk memperjuangkan kebijakan
yang inklusif dengan melibatkan berbagai aktor dari pemerintah hingga
sektor swasta (Kazanskaia, 2025a; Omilusi, 2023; Rusfiana & Kurniasih,
2024). Dengan memperkuat jejaring ini, masyarakat sipil dapat berperan
lebih efektif dalam menciptakan kebijakan yang lebih transparan dan
responsif terhadap kebutuhan masyarakat

Dalam konteks pengawasan antikorupsi, masyarakat sipil juga berperan
penting dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan
program pemerintah. Organisasi masyarakat sipil dapat berfungsi sebagai
mediator antara pemerintah dan warga, memperkuat mekanisme
pengawasan serta melindungi kepentingan umum. Kompetensi penting yang
harus dimiliki oleh organisasi masyarakat sipil dalam pengawasan publik
berbasis komunitas mencakup keterampilan analisis data, komunikasi
strategis, dan kolaborasi dalam jejaring. Pelatihan pemetaan risiko korupsi
membantu mereka dalam mengidentifikasi dan mengatasi area yang rentan
terhadap penyimpangan dalam program pangan, sehingga meningkatkan
akuntabilitas dan responsivitas program terhadap kebutuhan masyarakat
(Busse et al., 2020; Gesesew et al., 2025).

Berdasarkan tantangan yang dihadapi oleh mitra, kegiatan pengabdian
inl1 bertujuan untuk memperkuat kapasitas masyarakat sipil dalam
melakukan advokasi kebijakan dan mitigasi risiko korupsi pada Program
Makan Bergizi Gratis. Pelatihan ini dirancang untuk meningkatkan
keterampilan dalam analisis kebijakan, pemahaman titik rawan korupsi,
serta kemampuan menyusun strategi pengawasan berbasis bukti. Selain itu,
kegiatan ini juga bertujuan untuk mendorong pembentukan jejaring
multipihak yang akan mendukung keberlanjutan advokasi dan pengawasan
publik di masa depan. Tujuan akhir dari kegiatan ini adalah untuk
memperkuat transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas pelaksanaan
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program gizi, sehingga dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi
masyarakat yang membutuhkan.

B. METODE PELAKSANAAN

Kegiatan pengabdian ini menggunakan metode ceramah, yang dipadukan
dengan diskusi interaktif dan pelatihan praktis untuk memperkuat
pemahaman peserta tentang advokasi kebijakan, pengawasan publik, serta
mitigasi risiko korupsi dalam program sosial, khususnya Program Makan
Bergizi Gratis. Metode ceramah digunakan untuk menyampaikan teori dasar
dan konsep-konsep penting, sedangkan diskusi interaktif dimaksudkan
untuk membangun pemahaman kolektif antara peserta. Pelatihan praktis
lebih difokuskan pada peningkatan keterampilan analisis kebijakan,
pengawasan, serta pembuatan strategi mitigasi risiko korupsi yang berbasis
pada studi kasus nyata. Metode ini diharapkan dapat memberikan
keseimbangan antara teori dan praktek langsung yang berguna dalam
memperkuat kapasitas mitra.

Kegiatan ini melibatkan sejumlah mitra yang memiliki peran strategis
dalam penguatan kapasitas masyarakat sipil dalam pengawasan dan
advokasi kebijakan. Mitra yang terlibat dalam kegiatan ini adalah Media,
Ombudsman, Biro Pengadaan Barang dan Jasa, Himpunan Wanita
Disabilitas Indonesia (HWDI) NTT, Bengkel APPeK, dan Jaringan
Perempuan Usaha Kecil (JARPUK) INA FO’A. Mitra-mitra ini berasal dari
berbagai latar belakang dan beroperasi di wilayah Kupang, Nusa Tenggara
Timur (NTT). Kegiatan ini dilaksanakan pada 4 Oktober 2025, di Gedung
Kwarda Pramuka NTT, Kupang, NTT, dan melibatkan 40 peserta, yang
terdiri dari perwakilan dari masing-masing organisasi mitra. Keterlibatan
mereka dalam kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dalam
melakukan advokasi kebijakan dan mitigasi risiko korupsi. Kegiatan ini
terdiri dari tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan tahap evaluasi.

1. Tahap Persiapan

Tahap persiapan adalah langkah awal yang sangat penting dalam
memastikan kelancaran pelatihan advokasi dengan tujuan agar kegiatan
dapat dilaksanakan secara terstruktur dan tepat sasaran. Proses ini dimulai
dengan penentuan kebutuhan pelatihan, yang dilakukan melalui diskusi
antara tim pengabdian dan mitra untuk memahami tantangan yang mereka
hadapi dalam penerapan teknik advokasi dan pengawasan program sosial.
Hasil diskusi ini akan menjadi dasar dalam merancang materi pelatihan
yang sesuail dengan kondisi nyata peserta di lapangan.

Selanjutnya, dilakukan pemilihan instruktur yang memiliki kompetensi
di bidang advokasi kebijakan, mitigasi risiko korupsi, serta pemberdayaan
masyarakat, untuk memastikan pelatihan disampaikan oleh para ahli yang
berpengalaman. Setelah itu, tim pengabdian menyusun materi pelatihan
yang mencakup konsep dasar advokasi kebijakan, strategi kampanye untuk
pengawasan publik, serta teknik-teknik mitigasi korupsi dalam program
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sosial. Semua persiapan ini disusun untuk memastikan bahwa pelatihan
dapat berlangsung dengan efektif dan memberikan dampak yang nyata pada
peningkatan kapasitas peserta.

2. Tahap Pelaksanaan

Pada tahap pelaksanaan, terdapat tiga komponen utama yang
dilaksanakan, yaitu workshop interaktif, pendekatan berbasis simulasi, dan
diskusi serta berbagi pengalaman. Workshop interaktif dilakukan sebagai
metode utama untuk menyampaikan materi secara langsung dan partisipatif.
Para peserta dilibatkan secara aktif melalui tanya jawab, studi kasus, dan
presentasi kelompok untuk membantu mereka memahami dengan lebih
mendalam konsep-konsep advokasi dan pengawasan kebijakan.

Berikutnya, dilakukan simulasi teknik advokasi, di mana peserta akan
mempraktekkan cara menyusun kampanye, strategi lobi, dan menggunakan
media sosial untuk mengawasi serta mengadvokasi kebijakan publik.
Simulasi ini dirancang agar peserta bisa langsung mengaplikasikan
pengetahuan mereka dalam situasi yang menyerupai kondisi nyata. Pada
bagian terakhir, diadakan sesi diskusi dan refleksi, yang memberikan
kesempatan bagi peserta untuk berbagi pengalaman, mendiskusikan
tantangan, dan menyusun langkah-langkah tindak lanjut yang dapat
diterapkan di komunitas atau lingkungan kerja mereka.

3. Tahap Evaluasi

Evaluasi kegiatan terdiri dari tiga komponen utama, yakni pre-test, post-
test dengan 10 pertanyaan, dan survei kepuasan peserta. Pre-test
dilaksanakan sebelum pelatihan dimulai untuk mengukur pemahaman awal
peserta terkait konsep dan teknik advokasi serta pengawasan. Setelah
pelatihan selesai, dilaksanakan post-test untuk menilai sejauh mana peserta
mengalami peningkatan pemahaman dan keterampilan yang telah diberikan
selama pelatihan.

Selain itu, dilakukan pula survei kepuasan peserta untuk menilai aspek-
aspek kualitas pelatihan, seperti materi yang disampaikan, metode
pengajaran yang digunakan, dan relevansi pelatihan dengan kebutuhan
peserta. Hasil dari evaluasi ini akan menjadi indikator keberhasilan
pelatihan serta memberikan umpan balik yang berguna untuk
meningkatkan kegiatan serupa di masa depan.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Tahap Persiapan

Pada tahap persiapan, tim pengabdian melakukan koordinasi awal
dengan mitra untuk mengidentifikasi kebutuhan pelatihan yang relevan
dengan konteks yang dihadapi oleh peserta. Diskusi ini melibatkan mitra
seperti Komite BPJ, HWDI NTT, Bengkel APPeK, dan JARPUK INA FO’A,
serta tim pengabdian dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas
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Nusa Cendana. Berdasarkan diskusi tersebut, diputuskan bahwa pelatihan
akan fokus pada advokasi kebijakan terkait Program Makan Bergizi Gratis
(MBG) dan pengawasan terhadap potensi korupsi. Hasil identifikasi ini
menjadi dasar dalam merancang materi yang sesuai dengan kondisi peserta,
sehingga pelatihan dapat lebih aplikatif dan berdampak langsung di
lapangan (Alexander & Allo, 2021; Carey et al., 2025).

Setelah itu, instruktur yang kompeten dalam bidang advokasi kebijakan
dan pencegahan korupsi dipilih, yakni Bapak Ernestus Holivil, Dosen
Administrasi Publik di Universitas Nusa Cendana. Beliau memiliki
pengalaman dalam membahas isu-isu tata kelola publik dan korupsi dalam
program sosial, yang menjadikannya sosok yang tepat untuk memberikan
pemahaman yang mendalam kepada peserta. Persiapan materi pelatihan
meliputi konsep dasar advokasi kebijakan, pengawasan program sosial, serta
teknik mitigasi korupsi dalam Program MBG (Miller et al., 2023; Warwick et
al., 2022).

Setelah pemilihan instruktur, tim pengabdian melanjutkan dengan
penyusunan materi pelatihan yang mencakup strategi advokasi kebijakan,
pendekatan pengawasan, serta simulasi pengawasan terhadap korupsi.
Tujuan dari materi yang disusun adalah memberikan keterampilan praktis
yang dapat langsung diterapkan oleh peserta dalam menangani potensi
penyimpangan dalam pelaksanaan program MBG. Persiapan ini dirancang
agar pelatihan berjalan lancar dan memberi dampak nyata dalam
meningkatkan pemahaman dan kapasitas peserta (Miller et al., 2023;
Warwick et al., 2022).

Selain itu, tahap logistik dan fasilitas juga dipersiapkan untuk
mendukung kelancaran kegiatan. Tim memastikan bahwa ruang pertemuan
di Gedung Kwarda Pramuka NTT, Kupang telah siap dan dilengkapi dengan
alat yang diperlukan untuk presentasi, diskusi interaktif, serta dokumentasi.
Semua tahapan persiapan ini dilakukan dengan seksama untuk memastikan
bahwa kegiatan pelatihan berjalan efektif dan efisien (Carey et al., 2025).

2. Tahap Pelaksanaan

Kegiatan dimulai dengan pemaparan materi dari Bapak Laurensius P
Sayrani dan Bapak Ernestus Holivil, yang membahas tentang aroma korupsi
dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG). Pemateri menjelaskan
berbagai bentuk penyimpangan yang sering terjadi dalam pelaksanaan
program sosial 1ini, seperti manipulasi data penerima manfaat,
penggelembungan biaya, dan distribusi yang tidak tepat sasaran. Peserta
mendapatkan pemahaman mengenal pentingnya transparansi dan
akuntabilitas dalam pengelolaan program MBG, serta cara-cara untuk
memitigasi risiko korupsi, seperti terlihat pada Gambar 1.
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tentang aroma korupsi dalam program MBG

Setelah pemaparan materi, kegiatan dilanjutkan dengan diskusi
interaktif yang melibatkan peserta dalam membahas kebijakan MBG yang
diterapkan di Kupang. Diskusi ini memungkinkan peserta untuk menggali
lebih dalam tentang tantangan yang dihadapi dalam implementasi kebijakan
tersebut, serta bagaimana kebijakan tersebut dapat diperbaiki untuk
mencegah korupsi. Setiap peserta diberi kesempatan untuk berbagi
pengalaman dan memberikan rekomendasi terkait langkah-langkah yang
dapat diambil untuk mencegah penyalahgunaan dana dalam program MBG
di masa depan. Diskusi ini berjalan sangat produktif, dengan banyak ide
yang muncul untuk meningkatkan pengawasan dan transparansi dalam
pengelolaan program, seperti terlihat pada Gambar 2.

Gambar 2. Diskusi Interaktif bersama Peserta

Pada tahap ini, dilakukan simulasi yang memungkinkan peserta untuk
mengaplikasikan apa yang telah dipelajari dalam bentuk pemetaan risiko
korupsi dan pembuatan strategi pengawasan. Peserta dibagi ke dalam
kelompok kecil dan diminta untuk menyusun rencana aksi terkait dengan
pengawasan program MBG di wilayah mereka. Simulasi ini memberikan
gambaran nyata tentang bagaimana mengidentifikasi titik rawan korupsi
dan menyusun strategi yang efektif untuk memitigasi potensi penyimpangan.
Peserta juga berdiskusi tentang tantangan yang mungkin mereka hadapi
dalam pelaksanaan pengawasan di lapangan, serta cara mengatasinya.
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3. Tahap Evaluasi

Pada tahap evaluasi, dilakukan pre-test dan post-test untuk mengukur
perubahan pemahaman peserta mengenai konsep advokasi kebijakan,
pengawasan program sosial, dan mitigasi korupsi. Berdasarkan hasil pre-test,
peserta menunjukkan pemahaman yang terbatas tentang isu-isu terkait
korupsi dalam program MBG. Namun, setelah mengikuti pelatihan, hasil
post-test menunjukkan peningkatan pemahaman yang signifikan. Grafik di
bawah ini menunjukkan persentase peningkatan pemahaman peserta
sebelum dan setelah pelatihan, seperti terlihat pada Gambar 3.

Pemahaman tentang Konsep Advokasi Kebijakan —60 85
Kemampuan Mengidentifikasi Titik Rawan Korupsi — 80
dalam Program MBG 63
Keterampilan dalam Mengembangkan Strategi — 90
Pengawasan Publik 73
Kemampuan Menggunakan Teknik Mitigasi Korupsi — 93
dalam Program Sosial 67

Persentase Kelulusan

Indikator

M Nilai Post Test ® Nilai Pre Test

Gambar 3. Persentase Pemahaman Peserta Sebelum dan Sesudah Kegiatan

Gambar 3 di atas menunjukkan Pemahaman tentang konsep advokasi
kebijakan meningkat dari 60% pada pre-test menjadi 85% pada post-test.
Artinya, peserta mampu memahami peran advokasi dalam pengawasan
kebijakan publik. Selain itu, kemampuan peserta dalam mengidentifikasi
titik rawan korupsi dalam program MBG meningkat dari 63% menjadi 80%,
yang mencerminkan peningkatan pemahaman mereka mengenai potensi
risiko penyalahgunaan dana dan bagaimana cara mengatasinya.
Kemampuan dalam mengembangkan strategi pengawasan publik juga
mengalami peningkatan yang signifikan, dari 73% pada pre-test menjadi 90%
pada post-test, yang menunjukkan bahwa peserta sekarang lebih siap untuk
merancang dan melaksanakan strategi pengawasan yang efektif. Terakhir,
kemampuan menggunakan teknik mitigasi korupsi meningkat tajam dari 67%
menjadi 93%, mengindikasikan bahwa peserta sekarang lebih terampil
dalam menerapkan teknik untuk mengurangi potensi korupsi dalam
pelaksanaan program MBG.

Evaluasi lanjutan dilakukan dengan survei kepuasan peserta, yang
bertujuan untuk menilai kualitas pelatihan dari sudut pandang peserta.
Hasil survei menunjukkan bahwa mayoritas peserta merasa materi yang
disampaikan sangat relevan dengan kebutuhan mereka, dan mereka merasa
lebih siap untuk menerapkan strategi advokasi dan pengawasan di lapangan.
Beberapa peserta memberikan umpan balik positif mengenai interaksi
dengan instruktur dan pentingnya simulasi praktis yang dilakukan. Namun,
beberapa peserta juga menyarankan agar lebih banyak waktu diberikan
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untuk praktik lapangan dan pembahasan kasus-kasus nyata, seperti terlihat
pada Gambar 4.

70
60

636 66.6
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Gambar 4. Hasil Evaluasi Pelatihan

Sebagian besar, sebagaimana digambarkan dalam grafik di atas, peserta
mengungkapkan bahwa materi yang disampaikan sangat relevan dengan
kebutuhan mereka, dengan 55,4% peserta menyatakan sangat setuju dan
44,6% menyatakan setuju. Peserta juga memberikan umpan balik positif
mengenal metode pengajaran yang digunakan, dengan 63,6% peserta sangat
setuju bahwa metode pengajaran yang interaktif dan berbasis simulasi
sangat membantu mereka memahami materi dengan lebih baik. Selain itu,
55% peserta sangat setuju bahwa pelatihan ini relevan dengan tantangan
yang mereka hadapi dalam mengawasi Program MBG, dan 66,6% peserta
sangat setuju bahwa mereka merasa puas dengan pelatihan ini dan siap
untuk menerapkannya dalam praktik.

Secara keseluruhan, hasil evaluasi menunjukkan bahwa pelatihan ini
berhasil meningkatkan pemahaman dan keterampilan peserta, sekaligus
memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang pengawasan dan
mitigasi korupsi dalam program sosial. Hasil survei kepuasan menunjukkan
bahwa peserta merasa puas dengan kualitas materi, metode, dan relevansi
pelatihan. Hal ini membuktikan bahwa kegiatan ini memberikan dampak
positif dalam meningkatkan kapasitas masyarakat sipil untuk mengawasi
dan mencegah korupsi dalam program sosial seperti MBG.

D. SIMPULAN DAN SARAN

Kegiatan pengabdian ini berhasil mencapai tujuan utama, yaitu
memperkuat kapasitas masyarakat sipil dalam melakukan advokasi
kebijakan dan mitigasi risiko korupsi dalam Program Makan Bergizi Gratis
(MBG). Hasil evaluasi menunjukkan adanya peningkatan signifikan dalam
pemahaman dan keterampilan peserta. Peningkatan pemahaman peserta
tercermin dalam hasil post-test, dengan kemampuan mengidentifikasi titik
rawan korupsi yang meningkat sebesar 17%, keterampilan mengembangkan
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strategi pengawasan publik meningkat 17%, dan kemampuan mitigasi
korupsi meningkat 26%, yang menunjukkan progres yang sangat baik dalam
peningkatan soft skill dan hard skill peserta. Berdasarkan hasil tersebut,
saran yang dapat diberikan adalah untuk melakukan pengembangan lebih
lanjut melalui pelatihan serupa di bidang lain yang relevan, seperti
pengawasan kebijakan publik di sektor kesehatan atau pendidikan, serta
melakukan penelitian lanjutan untuk mengkaji efektivitas jangka panjang
dari pelatihan advokasi dalam mencegah korupsi. Selain itu, program
pelatihan ini juga dapat diperluas dengan menyediakan alat praktis dan
sumber daya yang lebih mudah diakses oleh masyarakat sipil untuk
meningkatkan pengawasan mereka terhadap program-program publik di
berbagai daerah
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